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P E N D A HU L U AN

A. Latar Belakang Pemikiran

Masalah perlindungan anak di Indonesia telah di atur
di dalam UUD 1945, maupun GBHN serta berbagai peraturén
vang terkait seperti UU No. 4 Tahun 1979 tentaﬁg
Kesejahteradn. Ditegaskan bahwa anak adalab poten#i
serta penerus cita-cita bangsa yang dasar*dasarnya
telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Anak-anak
perlu' memperoleh Kkesempatan yang seluas-luasnya untuk
tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara

rokhani, jasmani maupun sosial.

Dalam ﬁroses menjadi manusia dewasa, ada sebagiﬁn
anak-anak wvaug mengélami hambatan kescjahterahn
,rokhani, jasmani, sésial dan ekoriomi, sehing?a
perbuatan atau tingkah laku anak-anak dapét berbent;k
pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan norma-
norma dalam masyarakat. Terhadap anak-zanak yahg
bermasalahan ini terpaksa berhadapan dengan 'suaﬁu
lembaga pevadilan yang kenyafaannya mengandung suaiu
bahaya bagi keselamatan diri dan mental anak ya%g

bersangkutan,



Pada dasarnya lembaga peradilan yang menanganﬁ
proses peradilan pidana bagi anak-anak adalah suatp
. sistem organisasi birokrasi yang mempunyai ideologi;
étruktur, personal dan peraturan sendiri, yang dalam
bekerjanya organisasi birokrasi ke empat hal tersebuﬁ
sangat besar pengaruhnya. Sama hélnya dengan siste@-
peradilan pidana pada umumnya, peradilan pidana anak'
tidak bi;a dilepaskan dari sifat unik pada peradilab
pidana umumnya, vaitu sebagai lembaga yang memprodukgi:
segala sesuatu vang bersifat unwelfare (dapat beruph
perampasan kemerdekaan,'stigmatisasi, perampasan harﬁa
Ibenda, bahkan kadangwkadang hilangnva nyawa manusi#,
~atau di beberapa negara berupa derita fisik. Hal iﬁi
dialami pula oleh anak-anak yang berdasarkan putusén
pengadilan dibina oleh negara di dalam lembaga

pemasyarakatan anak negara.

Fungsi Lembaga Pemasyarakatan yang dituangkan dalém
kebijaksanaan Pokok Direktorat Jendral Pemasyarakat%n
ditujukan untuk membentuk Lembaga Pemasyarakatén

sebagai Lembaga Pendidikan dan Lembaga Pembangunan,
Anak--anak bermasalah vang ditempatkan untuk dibina @i
Lembaga Pemasyérakatan Anak (LAN) adalah juga bagién.
dari anak Indoneéia vang memiliki potensi dan memikp;
tanggung jawab masa depannva, maka iapun periu

mendapat kesempatan yang seluas—luasnya untuk tumbuh



dan berkembang dengan wajar, baik secara rokhani,

jasmani maupun sosial.

Untuk mewujudkan kesejahteraan anak bermasalah

diperlukan perhatian yang lebih besar, tidak semata-

mata dapat didekati secara yuridis, tetapi perlu
pendekatan yang lebih luas yaitu ekqnomi; sosial dan
budayva, karena hal ini untuk mewujudkan Lembaga
Peﬁasyarakatan Anak sebagai Lemsaga Pendidikan dan
Pembangunan demi terlaksananya perlindungan hakwhak

anak di lembaga pemasyarakatan anak negara.

B. Perumnsan Permasalahan

Useha perlindungan hak-hak anak merupakan masalah
yvang tidak ada habisnya dan sangat luas. Maka di
dalam penelitiaq ini dibatasi ﬁada masalah pembinaan,
‘sebagal salah satu bentuk dari perlindungan hak-~hak anak
khususnya bagi 'anak yang berada di Lembaga
Pemasyarakatan Anak Negara Kutoarjo. Ada dua masalah

mendasar yvang ftimbul di dalam pelaksanaan

-perlindungan hak - hak anak di Lembaga

Pemasyarakatan Anak Negara yang perlu diperhatikan,
yaitu pertama masalah peraturan perundang-undangan itu
sendiri dan ke dua masalah pelaksanaan peraturan per-

undang-undangan tersebut, terutama mengenai masalah





